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TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Menimbang

Mengingat

TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN,

bahwa pemberian tambahan penghasilan
merupakan salah satu bentuk penghargaan
kepada Pegawai Negeri Sipil yang memiliki dasar
hukum, pedoman, kriteria dan indikator penilaian
yang terukur dan seragam serta berlaku
menyeluruh bagi Pegawai Negeri Sipil sehingga
dapat meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja dan
kesejahteraan;

bahwa sehubungan belum terakomodirnya
tambahan penghasilan untuk bulan Desember
2020, sehingga perlu dilakukan perubahan kedua
atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4
Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan
Pegawai Negeri Sipil Tahun 2020;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan
Nomor 4 *Tahun 2020 Tentang Tambahan
Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Tahun 2020;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 25), jo Undang-Undang Darurat Nomor
21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956
tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten
Dalam . Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera



Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor
58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam
Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat [ Sumatera
Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor
108, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1643): '

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas
Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan  Negara (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Un@ang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
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0679);
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentan

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negafa
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 8§ Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah (Lembaran Negara .Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010
tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan
Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 516 1);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai  Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6037);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2019
tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai negeri
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6340);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah, sebagimana telah diubah  dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015



tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5449
Tahun 2019 tentang Tata Cara Persetujuan
Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan
Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan Pemerintah Daerah;

17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun
2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai
Negeri Sipil Tahun 2020, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun
2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai
Negeri Sipil Tahun 2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA

ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL TAHUN 2020.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 14 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4
Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Tahun
2020 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, sehingga keseluruhannya
berbunyi sebagai berikut :

(1)

(2)

(5)

Pasal 14

Pembayaran tambahan penghasilan sudah dapat dilaksanakan
minggu pertama bulan berikutnya.

Khusus untuk pembayaran tambahan penghasilan bulan Desember
dilakukan minggu ke 3 (tiga) pada bulan bersangkutan.

Dalam hal pembayaran tambahan penghasilan bulan Desember
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dibayarkan, maka
pembayarannya dilakukan pada bulan Januari Tahun Anggaran
2021.

Pencairan tambahan penghasilan oleh BPKD dilaksanakan
berdasarkan pengajuan SPP, SPM, dan daftar rekapitulasi
penghitungan pembayaran dari PD.

Format daftar rekapitulasi penghitungan pembayaran .tambahan
penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam
lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.



Pasal Il
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal \7 Desember 2020

s

Diundangkan di Painan
Pada tanggal \7 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

ERIZON

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2020 NOMOR : 39



